
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA 

PUTUSAN 

Nomor Register: 001 IPs. REG/62.621 31V1/2024 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya memeriksa dan 

memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

Menimbang bahwa Badan Pengawas pemiiihan Umum Kabupaten Murung Raya 

teiah mericatat daiam Buku Register Feriyeiesaiari Sengketa Femiiihari, 

permohonan dari: 

a. Nama : AKHMAD TAFRUJI, S.P 

b. No. KTP : 6212012303760003 

c. Alamat : Jl. Temanggung Silam RT/RW. 004/004 

Kel. Beriwit 

d. Tempat, Tanggal Lahir : Puruk Cahu, 23 Maret 1976 

e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya 

a. Nama : lr. PUJO SARWONO 

b. No. KTP : 6212011706630003 

c. Alamat : Jl. Bondang 111 No.1 1 Puruk Cahu 

Kel. Beriwit 

d. Tempat, Tanggal Lahir : Puruk Cahu, 17 Juni 1963 

e. Pekerjaan/Jabatari Perisiurian ASN 

Yang telah mendaftarkan diri Atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon 

Bupati Dan Wakil Bupati Atau Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, Kepada 

KPU Kabupaten Murung Raya Dan Ditetapkan Sebagai Bakal Pasangan Calon 

Bupati Dan Wakil Bupati Atau Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Tidak 

Memenuhi Syarat Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya, Dalam 

Hai ini Mengdjukan Fermohonan Penyeiesaian Serigketa Perniiihan Atas Keputusan 

KPU Kabupaten Murung Raya Berupa Berita Acara Atau Surat Keputusan KPU 
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Kabupaten Murung Raya Nomor: 1 05/PL.02. 2-BA/6212/2024 Tentang Hasil 

Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati 

Dan Wakii Bupati Murung Raya Tanggal 18 Juni 2024, 

TERHADAP 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya. yang berkedudukan di Jalan 

Bhayangkara Puruk Cahu, Permohonan diajukan pada tanggal 26 Juni 2024 yang 

diierirna oieh Badari Ferigawas Ferriiiihari Urriurri Kaoupaieri iViururiy Raya pada 

tanggal 26 Juni 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian 

Sengketa Pemilihan pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Register 

00 1IPS. REG/62.62 1 3Nl/2024. 

Membaca permohonan Pemohon; 

Mendengar keterangan Pemohon; 

Membaca jawaban Termohon; 

ivienderigr kerangari Termohon; 

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon; 

Mendengar keterangan pihak pemberi keterangan; 

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; 

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon. 

TENTANG DUDUK SENGKETA 

BAWASLLi 

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian 

sengketa pemilihan dengan Nomor Register: O01/PS.REG/62.6213N1/2024 pada 

tanggal 27 bulan Juni Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut: 

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 

Pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah mengenai obyek 

permohonan yang disengketakan bahwa PEMOHON berkeberatan terhadap 

penetapan Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Murung Raya Nomor: 

l/r- L.U.-Dt-JoL iiu+ r.arlygai io .iurir LU4 J.errr.arly riasii veririrasi 

Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Murung Raya yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 

tahun 2024 pukul 21.40 WIB, yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam Aplikasi Silon, data yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Tahap 

Dukungan Awal, secara sistem dikunci sehingga upload data perbaikan di 

tahap perbaikan kesatu tidak dapat dilakukan dan tetap ditandai oleh sistem 

2 



BAWASLU 
. - 

Silon sebagai data TMS. Sedangkan data dimaksud sudah diperbaiki, 

namun tetap gagal upload dan tetap menjadi data TMS sehingga merugikan 

dan mengurangi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan, setelah 

dilakukan pencermatan di Silon KPU bahwa data BMS sejumlah 708 dan 

TiViS berjumian 5.179 paaa veriTikasi iamiriistrasi reroaikan Kesatu irii Tidak 

Ada Keterangan Jelas dan Detail dari TERMOHON mengenai alasan Data 

Dukungan menjadi BMS dan TMS, sehingga PEMOHON merasa dirugikan 

Hak Konstitusionalnya dalam hal Verifikasi Administrasi dalam sistem 

Aplikasi Silon KPU. Agar TERMOHON dapat memberikan data jelas By 

Name By Addres dan Keterangan detail (by Excel/Pdf) terhadap data yang 

dinyatakan BMS dan TMS dimaksud dalam Berita Acara Hasil Verifikasi 

i-oministrasi reroaiKali resatu uuurigari DaKal rasarigari aiori upati uari 

Wakil Bupati Murung Raya [BUKTI-PI]. 

2. Data yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) di dalam sistem Silon KPU 

ditampilkan hanya bisa 1 (satu) per 1 (satu) tanpa ada menu Filter data 

BMS yang dapat didownload semua data dimaksud dengan harapan dapat 

diperbaiki keseluruhan [BUKTI-P2]. 

3. Dalam Silon ada beberapa data fakta yang kami temukan bahwa hanya 

kareria Kesaiahaii Penuiisari (Typo) dijadikan TMS oieh Tim Vermiri KPU 

sebagai contoh atas Nama Dandi Prayudi NIK 621206210699****  yang 

tertulis Pandi Prayudi NIK 621206210699****  [BUKTI-P3.A dan BUKTI-

P3.B]. 

4. Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan Rini Puji Astuti NIK 

330902520603****, yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di 

DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat 

(i lvi) yang semestinya ternaaap aaia dtrriaksud KPU Kabupaten dapai 

berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

setempat, dalam hai ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan 

calon [BUKTI-P4.A dan BUKTI-P4.B]. 

5. Tangkapan Layar Silon,salah satu contoh kekurangan Penulisan Nama Bakal 

Pasangan Calon Perseorangan (terlewatkan/tidak tertulis) di Dokumen 

Dukungan Perseorangan, di Vermin dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), 

dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon 

[BUKTI-P5]. 

6. Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan SOFIA ADELIA SAFITRI NlK 

oiuii iu ........, yang mana nasii vermin rru tiaak teraaftar di 
rDTlrDClr\DA i-.- ,-1 \/,-,-rs 1fDl l ,;.-,-i;i.-..-. T;,.l.-.i- ljI,s,-.n,-s.s 1,. ..,,-.-.1. 
LJl l IL#i .Jll.Jl 1 11 lcl ,.11 Vl liliu i lt l.J UlJCl_AlrClil l lUclr\ lViliiii ll.Ålli .Jycllc4l. 

(TMS) yang semestinya te.rhadap data dimaksiid KPLI Kahiipaten clapat 
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berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan 

calon [BUKTI-P6.A dan BUKTI-P6.B]. 

7. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 48 Ayat (3) 

bahwa VeriFikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi 

dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau 

Kabupaten/Kota, sehingga terhadap Data Dukungan yang BMS/TMS 

dikarenakan Tidak Terdaftar di DPT/DPS/DP4 tidak secara langsung di TMS 

kan tetapi harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Dari hasil 

Koordinasi dengari Pihak Dukcapii Kabupaten Murung Raya, ditemukan 

Fakta bahwa tidak pernah ada koordinasi antara KPU Kabupaten Murung 

Raya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung 

Raya [Bukti P-7]. 

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 

PEMOHON merasa sangat dirugikan dalam Verifikasi Administrasi 

reroalKan r\esatu arena teian ultetapkarl i luaK iviemeriurii yarat aioat verrniri 

yang dilakukan berdasarkan Aplikasi Silon yang menurut pendapat PEMOHON 

bahwa Aplikasi Silon Belum Sempurna (masih terdapat kekurangan-kekurangan) 

ang semestinya Aplikasi yang digunakan dapat mempermudah Kerja Tim Bakal 
BAWASLU 

:/Pasangan Calon Perseorangan dalam memenuhi syarat dukungan sehingga 

berakibat tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yakni tahap Verifikasi 

Faktual. Dikarenakan aplikasi Silon adalah alat bantu sistem pencalonan dan 

bukan sebagai sistem/aiat perientu maka sebagai bahan perUmbangan periu 

dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap naskah dokumen lainnya sebagai data 

pembanding yakni berupa naskah dokumen fisik dan dokumen digital (softcopy 

non Silon) agar memberikan keadilan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi 

Bakal Pasangan Calon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Murung Raya Tahun 2024. 

PETITUM 

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon 

kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk 

menjatuhkan Putusan sebagai berikut 

Mengabuikari Perriiohoriari Perriohon urituk seiuruhriya; 



2. Membatalkan Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Murung Raya 

Nomor: 105/PL.02.2-BA16212/2024 tanggai 18 Juni 2024 tentang Hasil 

Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakai Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya; 

3 Meminta kepada KPU Kabupateri Mururiy Raya urituk meiaksanakafi 

Putusan ini. 

Apabila Bawaslu Kabupaten Murung Raya berpendapat lain mohon 

Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). 

Demikianlah permohonan Pemohon Gugatan Sengketa Proses 

Pemenuhan Syarat Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati pada Tahapan Vermin Perbaikan Kesatu terkait Keputusan/BA Komisi 

Pemiihan Umum Kabupateri Mururig Raya Nomor: 1051PL.02.2-BA/621212024 

Tanggal 18 Juni 2024, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Murung Raya dapat segera memeriksa dan memutuskan 

permohonan secara adil. 

B. JAWABAN TERMOHON 

1. Pemohon menyampaikan bahwa dalam aplikasi Silon, data yang Tidak 

Mriienuhi Syarat (TMS) pacia tanap dukurigari awai, secara sistem dikunci 

sehingga upload data perbaikan di tahap perbaikan kesatu tidak dapat 

dilakukan dan tetap ditandai oleh sistem Silon sebagai data TMS. 

Sedangkan data dimaksud sudah diperbaiki, namun tetap gagal upload dan 

tetap menjadi data TMS sehingga merugikan dan mengurangi jumlah 

dukungan pasangan calon perseorangan, setelah dilakukan pencermatan di 

Silon KPU bahwa data BMS sejumlah 708 dan TMS berjumlah 5.179 pada 

verifikasi adminisrasi perbaikan kesaiu irii iidak ada keterangan jeias dan 

detail dari TERMOHON mengenai alasan Data Dukungan menjadi BMS dan 

TMS, sehingga PEMOHON merasa dirugikan Hak Konstitusionalnya dalam 

hal Verifikasi Administrasi dalam sistem Aplikasi Silon KPU. Agar 

TERMOHON dapat memberikan data jelas By Name By Addres dan 

Keterangan detail (by Excel/Pdf) terhadap data yang dinyatakan BMS dan 

TMS dimaksud dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan 

Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung 

Raya. 

Sebagaimana surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor: 

815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi 

bakal aion rerSeorangan uaiam remiiinan erefltaK i ariuri zU4, paaa 

angka 4 huruf c disampaikan bahwa pasangan calon perseorangan dapat 



mengajukan dukungan perbaikan berupa: 

- Dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada 

penyerahan dokumen syarat dukungan dan/atau; 

- Dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil 

verifikasi acimiriistrasi ciari teiah ciiperbaiki aiau ciiiengkapi. 

Terkait dukungan dinyatakan BMS dan TMS Tim Verifikasi KPU Murung 

Raya mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 

2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan 

Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (BUKTI-

T]. Serta surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik tndonesia Nomor: 

8i5iPL.02.7-SD10512024 ianggai 28 Mei 2024 perihai Verifikasi Adminisirasi 

Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 [BUKTI-

T2], pada angka 2 huruf a dan b dengan beberapa indikator sebagai berikut: 

a. Dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat apabila: 

- Dukungan tidak dilengkapi dengan fotocopy KTP-el, surat 

keterangan menurut peraturan (Permendagri) yang berlaku seperti 

biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; 

- -ormuiir vioo :i-vvr uc]aK oitanoa angant; 

- Nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan 

tanggal lahir pendukung pada formular Model B.1-KWK 

PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el 

atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen 

kependudukan lainnya yang sah; 

- Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahiin dan dilengkapi 

dengan surat pernyataan yang diiampiri bukti, tetapi surat pernyataan 

dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini 

kebenarannya; 

- Pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional 

lndonesia, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemiiu, PPK, PPS, 

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan 

Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang 

ciiiarang oieh peraturan perundang-uridangan dari diiengkapi dengan 

surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan 

dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak diyakini 

kebenarannya; 

- Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi 

dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan 
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bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) 

tahun, atau sudah atau pernah kawin; 

- Pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasionai 

Indonesia, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu, PPK, PPs, 

Pariia Pengawas Pemiiihari Kecamatan, Fengawas Pemiiihan 

Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang 

dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi 

dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan 

bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara 

Nasional lndonesia, Aparatur Sipil Negara, penyelenggara pemilu, 

PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas 

Pemiiihari Laparigari, Kepaia Desa, Perangkat Desa, aiau jabaiari 

lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; 

- Data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada 

pemilu, daftar pemilih sementara pemilihan, dan/atau daftar 

penduduk potensial pemilih pemilu terakhir; dan/atau; 

- 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) 

pasangan calon perseorangan pada satu Tingkat pemilihan. 

b. Dukurigari diriyaiakari iidak memeriuhi syarai apabiia 

- Alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan; 

- 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 

1 (satu) pasangan calon perseorangan dan terdapat kesamaan 

nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, Alamat, rukun 

tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status 

perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan 

dukurigan keiebihannya dinyatakan iidak memeriuhi syarai. 

Penjelasan terkait data pendukung yang dinyatakan MS, BMS, maupun TMS 

sudah disampaikan oleh Ketua KPU Murung Raya pada saat Rapat Pleno 

Rekefitulasi Hasil Verifikasi Administrasi pada hari Jumat, 31 Mei 2024 di 

Kantor Komisi Pemilihan Umum Murung Raya dengan dihadiri oleh Bakal 

Pasangan Calon Perseorangan (Akhmad Tafruji, S.P dan Ir. Pujo Sarwono) 

maupun Petugas Penghubung (Muhammad Firdana Adriyadi, S.T), dimana 

pada saat itu iidak ada tanggapan dari bahkan tidak ada keberatan dari 

Bakal Pasangan Calon Perseorangan maupun Petugas Penghubung (LO). 

- Tidak Memenuhi Syarat (TMS): 5.179 dukungan [BUKTI-T3] 

Dengan rincian 

NO. INDIKATOR JUMLAH 

1 Ganda 1.830 
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2 
Nama Dukungan B1 KWK tidak sesuai derigan 

nama profile Silon 
2.155 

3 
Alamat pendukung tidak sesuai dengan Daerah 

DrriIik.r 
l .6 11111 14 l 

299 

4 KTP SlAK 253 

5 NlKtidakterdaftardi DPT, DPS,DP4 618 

6 Pekerjaan yang dilarang 14 

7 (TP fri hi trhr 

8 Tidak ada tanda tangan di B1 KWK 2 

9 Data tanggapan masyarakat 2 

TOTAL 5.179 

2. Data yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) di dalam sistem Silon KPU 

ditampilkan hanya bisa 1 (satu) per 1 (satu) tanpa ada menu Filter 

data BMS yarig dapat didowriioad semua ciata ciimaksud duyri 

harapan dapat diperbaiki keseluruhan. Untuk menu BMS, TMS 

sebenarnya sudah terlihat di Aplikasi Silon namun memang 

diperlihatkan satu persatu, sedangkan untuk menu filter secara 

keseluruhan sebagaimana disampaikan oleh pemohon, menu tersebut 

ada di aplikasi Silon bakal calon perseorangan (Akhmad Tafruji, S.P 

dan lr. Pujo Sarwono) dan dibuka pada tanggal 07 Juni 2024 sebelum 

syarat dukurigari admiriistrasi perbaikan kesatu diserahkari pada 

tanggal 07 Juni 2024. 

3. Dalam Silon ada beberapa data fakta yang kami temukan bahwa 

hanya karena Kesalahan Penulisan (Typo) dijadikan TMS oleh Tim 

Vermin KPU sebagai contoh atas Nama Dandi Prayudi NIK 

621206210699**** yang tertulis Pandi Prayudi NIK 621206210699**** 

(BUKTI-T4 dan BUKTI-T5] 

Baiwa nama tersebut terdapat iegandaan sebagaimana tabei 

berikut: 

NO NAMA NIK 
IENIS 

. ,rlAI.l 
. .....l..rtvnit 

USIA 
STAT(iS 

fA/1lPlAP.! 
l l_l lrv v ,lfsl 

STAT(JS 

V I_l lVUll 

CATATAN 

1 DANDI PRAYUDI 6212O621O699* L 25 Belum Menikah BMS 

BI kwktidak 

memuat nama 

bakal calon 

2 PANDI PRAYUDI 6212O621O699** L 25 Sudah Menikah TMS Ganda lnternal 

3 PANDI PRAYUDI 6212O621O699** L 25 Sudah Menikah TMS Ganda lnternal 
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4. Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan Rini Puji Astuti NIK 

330902520603****,  yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar di 

DPT/DPSIDP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak Memenuhi 

Syarat (TMS) yang semestinya terhadap data dimaksud KPU 

Kabupaten dapat berkoo[diridsi teriebih dahuiu kepada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini 

merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon. Syarat 

Dukungan dalam Surat Keputusan Nomor 532 Tahun 2024 halaman 

42 angka 4 berbunyi• dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat 

apabila: halaman 43 huruf h berbunyi data pendukung tidak tercantum 

didalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, Daftar Pemilih Sementara 

l-emiiiflafl, aafl/atau Uartar i-enauauk l-oteflsial t- C[fllllfl i-emiiu 

terakhir, sedangkankan An. Rini Puji Astuti tidak terdaftar dalam 

daftar pemilih sebagaimana dimaksud [BUKTI-T6]. Terkait KPU tidak 

berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Murung Raya dikarenakan di apiikasi Silon sudah 

terintegrasi dengan daftar DP4, DPS dan DPT, sehingga bisa 

mendekteksi data tersebut tidak terdaftar. 

5. Tangkapan Layar Silon, salah satu contoh kekurangan penulisan 

Nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan (terlewatkan/tidak tertulis) 

di dokumen Dukungan Perseorangan, diverifikasi administrasi 

dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dalam hal ini 

rnerugikari/inerigurangi jumian dukungari pasangan caion. Nama 

Bakal Pasangan Calon Perseorangan (terlewatkan/tidak tertulis) di 

Dokumen Dukungan Perseorangan di saat Verifikasi bukan di TMS 

kan sesuai dengan disampaikan Pemohon tetapi di verifikasi 

administrasi di BMS. Merujuk pada Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 

2024 dan surat Nomor: 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 

Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual 

Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan [BUKTI-T7]. Dalam surat dimaksud disebutkan bahwa 

data pendukung yang tidak memuat biaodata nama pasangan Calon, 

Nama. NIK. Pekerjaan. tempat dan tanggal lahir tidak diperhitungkan 

daiarn dafiar dukungari riasu. kaieguri TMS. 

6. Tangkapan layar Silon terhadap Dukungan SOFIA ADELIA SAFITRI 

NIK 621201461105****,  yang mana hasil verifikasi administrasi KPU 

dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap 



data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih dahulu ke 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini 

merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon. 

Untuk hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana tabe! berikut 

Kelurahan Beriwit [BUKTI-T8] 

NO NAMA NIK 
JENIS 

KELAMIN 
USIA 

STATUS 

PERKAWINAN 

STATUS 

VERMIN 
CATATAN 

SOFIA 

ADELIA 

SAFITRI 

621201461105**** P 18 
- elum 

. 
Menikah 

TMS 

NlKtidak 

terdaftardi 

DPT/DPS/DP4 

Kelurahan Tumbang Kunyi [BUKTI-T9] 

NO NAMA NIK 
JENIS 

KELAMIN 
USIA 

STATUS 

PERKAWINAN 

STATUS 

VERMIN 
CATATAN 

SOFIA 

ADELIA 

SAFlTRl 

621201461105**** P 18 
Belum 

Menikah 
TMS 

Alamat 

Pendukung 

tidak di daerah 

pemilihan NIK 

tidak terdaftar 

di 

D PT/D PS/D P4 

7. Se!anjutnya berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 48 

Ayat (3) bahwa Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat 

berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi atau Kabupaten/Kota. sehingga terhadap Data dukungan 

yarig BviS/Tfv1S dikarerakan Tidak Terdaftar di DPT/DFS/DP4 tidak 

secara langsung di TMS kan tetapi harus dikoordinasikan terlebih 

dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Murung Raya. Dari hasil Koordinasi dengan Pihak Dukcapil Kabupaten 

Murung Raya, ditemukan Fakta bahwa tidak pernah ada koordinasi 

antara KPU Kabupaten Murung Raya dengan Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya. 

Apiikasi Siiori sudah teriritegrasi derigari Daftar Periduduk Poterisiai 

Pemi!ih Pemilihan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi! 

Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan 

10 



divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar 

pemiiih untuk pemilihan UU No 8 Tahun 2015 Pasal 58 Ayat 1, 

dengan data penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap 

pemilu terakhir, dan daftar pemilih sementara pemilihan, sehingga 

ketika tirn verifikasi ciari KPU v1ururig Raya meiakukari verifikasi 

terhadap data dukungan yang sudah diinfut oleh bakal pasangan 

calon perseorangan (Akhmad Tafruji, S.P dan lr. Pujo Sarwono), data 

tersebut sudah terdeteksi langsung oleh system dan terbaca sebagai 

data dukungan dengan NIK tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 dan 

tercentang berwarna merah. Berdasarkan hal tersebut, dipandang 

tidak harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipii Kabupaten iVlurung Raya. Karena database pada 

aplikasi Silon terutama DP4 juga merupakan data base yang sama 

seperti yang ada pada aplikasi Silon. 

TANGGAPAN TERHADAP ALASAN PEMOHON 

1. Terkait alasan pemohon pada poin 1 juga berhubungan dengan adanya 

menu filter pada aplikasi Silon bakal calon perseorangan (Akhmad 

Tafruii. S.P dan lr. Pujo Sarwono) dimana menu filter tersebut sudah 

atouka oien I\r- U ri paaa tanggai u juni seoeium syarat aukungan 

administrasi perbaikan kesatu diserahkan pada tanggal 06 Juni 2024. 

2. Sesuai dengan surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia 

Nomor: 815/PL.02.7-SD/0512024 tanggal 28 Mei 2024 perihal verifikasi 

administrasi bakal calon perseorangan dalam pemilihan serentak tahun 

2024, pada angka 4 huruf c disampaikan bahwa pasangan calon 

perseorangan dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa: 

- Dukurigari baru yarig beiurn pernah ciiajukan sebeiumnya pada 

penyerahan dokumen syarat dukungan dan/atau; 

Dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil 

verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi. 

3. Sebagaimana poin 2 diatas, data Silon yang TMS tidak bisa diperbaiki. 

4. Memang secara resmi tidak ada bimbingan teknis dari KPU Murung 

Raya kepada Petugas Penghubung bakal pasangan calon perseorangan 

(iVluhammad Firdana Adriyadi, S.T), riariun seiama dam proses 

persiapan penyerahan dukungan oleh bakal pasangan calon 

perseorangan, KPU Murung Faya selalu berkoordinasi dengan petugas 

penghubung bakal pasangan calon perseorangan (Muhammad Firdana 

Adriyadi, S.T), baik itu terkait dengan jumlah syarat minimal sebaran dan 
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NU NRMM IUr.li 

P.1 Tampilan Layar Silon KPU yang memuat 

Data MS. BMS dan TMS. Tidak ada Menu 

Filter Data sehingga terhadap data 

dukungan, pembukaan akses Silon, layanan heipdesk, rencana 

penyerahan dukungan, pemberian template pernyataan dukungan, tata 

cara penginputan data dukungan hingga proses input selesai, upload dan 

submit oleh petugas penghubung. Selama proses tersehut juga KPU 

viurung Raya rnembuka peiayanan konsuitasi baik meiaiui tatap muka, 

melalui telepon, melalui surat elektronik dan/atau media komunikasi 

lainnya (WA Grup) untuk memandu Petugas Penghubung bakal 

pasangan calon perseorangan (Muhammad Firdana Adriyadi, S.T) 

sehingga setiap proses dapat berjalan hingga pada tahap rekapitulasi 

verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh 

KPU Kabupaten Murung Raya. Proses upload oleh admin/operator bakal 

pasangan caiori peseorangari pacia kenyataannya dapai berjaian hingga 

selesai, Adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh 

admin/operator bakal pasangan calon perseorangan selalu 

dikomunikasikan dan dikoordinasikan oleh KPU Murung Raya ke 

Operator Silon Nasional. 

PETITUM 

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada 

Bawaslu Kabupaten Murung Raya untuk menjatuhkan putusan sebagai 

beri kut: 

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

2. Apabiia Bawasiu Kabupaten iviururig Raya berperidapat iain mohon 

putusan seadil - adilnya (ex aquo et bono). 

3. Demikian jawaban termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten 

Murung Raya dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini 

seadil-adilnya. 

C. BUKTI 

a. Bukti Surat atau Tulisan 

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah 

mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta 

telah dileges dan diberi tanda P.1-P.7 
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BMS/TMS dimaksud tidak dapat diklarifikasi 

dan klasifikasi daiam upaya perbaikan data 

dari Pemohon 

P.2 Tampilan Data BMS/TMS di Siton satu per 

satu7  tidak ada Menu Filter Data dan menu 

Download sehingga mempersulit Tim 

Pasangan Bakal Calon perseorangan 

dalan memperbaiki data yang BMS dan 

TMS 

P3.A Tampilan Silon terhadap Data TMS, salah 

satu contoh dimana hanya karena 

kesalahan penulisan (typo) atas nama 

Dandi Prayudi NIK 621206210699****  yang 

tertulis Pandi Prayudi NIK 

621206210699**** dijadikan TMS di Hae 

Vermin 

P3.B Tampilan Silon terhadap Data TMS, salah 

satu contoh dimana hanya karena 

kesalahan penulisan (typo) atas nama 

Dandi Prayudi NIK 621206210699****  yang 

tertulis Pandi Prayudi NIK 
tfA ierg **** rRAts .J: . .:. 

U. ILUVL lVVJ) UiJc*Udii I IVl UI riii 

Vermin 

P4.A Tangkapan Layar Siion terhadap Dukungan 

Rini Puji Astuti NIK 330902520603****, 

yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar 

di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU 

dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 

yang semestinya terhadap data dimaksud 

KPU Kabu paten dapat berkoordinasi 

terlebih dahulu kepada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, 

dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah 

dukungan pasangan calon 

P4.B Tangkapan Layar SUon terhadap Dukungan 

Rini Puji Astuti NIK 330902520603****, 

yang mana hasil Vermin KPU tidak terdaftar 

di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU 
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dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 

yang semestinya terhadap data dimaksud 

KPU Kabu paten dapat berkoordinasi 

terlebih dahu!u kepada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, 

dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah 

dukungan pasangan calon 

P5 Tangkapan Layar Silon, salah satu contoh 

kekurangan Penulisan Nama Bakai 

Pasangan Calon Perseorangan 
IL.....1 .. j.I__,L:..11 i....j...l:. ...r rS t. 
tLI lewaLI.d llLlUitS L LUlI) ut uOi.Un fl 

Dukungan Perseorangan, di Vermin 

dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), 

dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah 

dukungan pasangan caton 

P6.A Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan 

SOFIA ADELIA SAFITRI NIK 

621201461 i05, yang mana hasii Vermin 
lIl l -1-sl.. 4 l.... ,. nIrIDoIrDA 

Lel U l Ll l l I 

sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya 

terhadap data dimaksud KPU Kabupaten 

dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

setempat, dalam hal ini 

merugikan/mengurangi jumlah dukungan 

,slrsr 
1JA..r.4l l4l l S.LlSJl l 

P6.B Tangkapan Layar Siton terhadap Dukungan 

SOFIA ADELIA SAFITRI NIK 

621201461 105****,  yang mana hasil Vermin 
l .-l; rTlrcIrir,A 

UUTV LI Ul Ll Ul IJ l 1 lJ s3I IJr_ t 

sehingga di Vermin KPU dijadikan Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya 
4. 4-.-4.-,4- -:..,..t..-, ,-! L11 l lUfJ UL Ull l 1rS.UU [Vr_ LJ l 

dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

setempat, dalam hal ini 

merugikan/mengurangi jumlah dukungan 
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pasangan calon 

P7 Surat Tanggapan dari Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipii Kabupaten Murung Raya 
s.nl Vrs.s.Ase, i lfDl l l(.sk, l.Il, ,, . jlll,c1u r ji_,,.jii.o.i isi ._, lsQJu1JaLll Ivlulull 

Raya terhadap vermin data pemilih yang 

tidak masuk dalam DPT/DPS/DP4 

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah 

mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah 

dileges serta diberi tanda T1-T9 

NO NAMA BUKTI KETERANGAN 

T-1 Keputusan Komisi 

pemilihan Umum Nomor 

532 Tahun 2023 

Pedoman Teknis Pemenuhan 

Syarat Dukungan Pasangan Calon 

Perseoranaaan Dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Serta 
i._i;i,..., .-l..s. !,lu._l.;l !,A1._l;i....4 -r..sL_, .,.. V VllPs%JL Ul l V VCUsll V Vlll5!,Jl. l CU lUl l 

2024 

T-2 Komisi Pemilihan Umum 

Republik lndonesia 

Nomor: 81 5!PL.02.7- 

SD/05/2024 

Verifikasi Administrasi Dokumen 

Syarat Dukungan Bakal Calon 

Perseorangan Da!am Pemi!ihan 

Serentak Tahun 2024 

T-3 Memperlihatkan Data 

iivi eoanya . -iI 

Melaui Aplikasi Silon 

T- 4 Tampilan layar Silon KPU 

yang memuat data MS, 
rlic ...i. rlc l_,lVls_ i_lll l lVis.J 

T- 5 Tampilan layar Silon KPU 

yang memuat data MS, 

BMS dan TMS 

T- 6 Tampilan layar Silon KPU 

yang memuat data MS, 

BMS dan TMS 

- 7 Komisi i-emiiinan Umum 

Republik lndonesia 

VeritiKasi Administrasr FerbaiKan 

kesatu Dokumen Syarat Dukungan 
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No:959/PL.02.2- 

SD/05/2024 

Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan 

T- 8 Tampilan Layar 

11 D l l . r. rs rs r,,r  t r,f 
1,sl C4Il llllllL(C 

MS, BMS dan TMS 

Silon 

Jl rrI ,-
LJCC1 

T- 9 Tampiian Layar Silon 

KPU yang memuat Data 

MS, BMS dan TM S 

3. Keterangan Saksi 

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon 

juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut: 

a. Saksi 

Saksi pemohon atas nama Muhammad Firdana Andriyadi, ST (LO) 

dan dibantu oleh saudara Saprudin, SP dibawah sumpah 

menerangkan sebagai berilkut: 

1. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian 

At Bukti yang Pertama pada Tabei Datar Aiai Bukii yarig 

tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; 

- [Tampilan Layar Silon KPU yang memuat Data MS, BMS dan 

TMS. Tidak ada Menu Filter Data sehingga terhadap data 

BMS/TMS dimaksud tidak dapat diklarifikasi dan klasifikasi 

dalam upaya perbaikan data dari Pemohon BUKTl-Pjj, dan 

dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, SP menampilakan Bukti-P1 

pada Layar Proyektor. 

2. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian 

Alat Bukti yang Kedua pada Tabel Daftar Alat Bukti yang 

tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; 

- [Tampilan Data BMS/TMS di Silon satu per satu, tidak ada 

Menu Filter Data dan menu Download sehingga mempersulit 

Tim Pasangan Bakal Calon perseorangan dalam 

memperL3aiKl aaa yarig bIv oari i iv ur i u-rj, Ciari 

dibantu oleh Saksi SAPRUDlN, SP menampilakan Bukti-P2 

pada Layar Proyektor. 

3. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian 

Alat Bukti yang Tiga pada Tabel Daftar Alat Bukti yang tertuang 

dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; 
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- [Tampilan Silon terhadap Data TMS, salah satu contoh 

dimana hanya karena kesalahan penulisan (typo) atas nama 

Dandi Prayudi NIK 621206210699****  yang tertulis Fandi 

Prayudi NIK 621206210699****  dijadikan TMS di Hasil 

vermin urll-ii.Rj, aan aioarrtu oien aKsi HI-luUiN, 

SP menampilakan Bukti-P3.A pada Layar Proyektor. 

4. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian 

Aiat Bukti yang Keempat pada Tabel Daftar Alat Bukti yang 

tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; 

- [Tampilan Silon terhadap Data TMS, salah satu contoh 

dimana hanya karena kesalahan penulisan (typo) atas nama 

Liariai irayual I\ OLiUOLiUo yarig tCRUiiS ianai 

Prayudi NIK 621206210699****  dijadikan TMS di Hasil 

Vermin BUKTI-P3.B], dan dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, 

SP menampilakan Bukti-P3.B pada Layar Proyektor. 

5. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian 

Alat Bukti yang Kelima pada Tabel Daftar Alat Bukti yang 

tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; 

-	 i angapan Layar iiofl ternaaap uukungan tini IUJi Hstutl 

NIK 330902520603****,  yang mana hasil Vermin KPU tidak 

terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan 

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap 

data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih 

dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

setempat dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah 

auungan pasangan caion ur i l-t4.MJ, oari oioaritu uin 

Saksi SAPRUDIN, SP menampilakan Bukti-P4.A pada Layar 

Proyektor. 

6. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian 

Alat Bukti yang Keenam pada Tabel Daftar Alat Bukti yang 

tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; 

[Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan Rini Puji Astuti 

NIK uuauou , yarig mana nasii Vermin rPU idak 

terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin KPU dijadikan 

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang semestinya terhadap 

data dimaksud KPU Kabupaten dapat berkoordinasi terlebih 

dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah 
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dukungan pasangan calon BUKTI-P4.B], dan dibantu oleh 

Saksi SAPRUDIN, SP menampilakan Bukti-P4.B pada Layar 

Proyektor. 

7. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kemhali Urai2n 

/-iat UKiI yarig t\eiujun paaa t aoei uartar ,-iiai UKU yang 

tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; 

- [Tangkapan Layar Silon, salah satu contoh kekurangan 

Penulisan Nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan 

(terlewatkan/tidak tertulis) di Dokumen Dukungan 

Perseorangan, di Vermin dijadikan Tidak Memenuhi Syarat 

(TMS), daiam hal ini merugikan/mengurangi jumlah 

uuurigiri psirigari eiuri DurlI-roj, uari UIUarILU uirr 

Saksi SAPRUDIN, SP menampilakan Bukti-P5 pada Layar 

P royekto r. 

8. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian 

Alat Bukti yang Kedelapan pada Tabel Daftar Alat Bukti yang 

tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; 

- [Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan SOFIA ADELIA 

f-ri l ri ENU\ biLUi41 yarig rnana flasii Vermin 

KPU tidak terdaftar di DPT/DPS/DP4 sehingga di Vermin 

KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang 

semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat 

berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini 

merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon 

ur i l-ro.Mj, UaFI uivariiu uiri I-rrs.uLiil, 

menampilakan Bukti-P6.A pada Layar Proyektor. 

9. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian 

Alat Bukti yang Kesembilan pada Tabel Daftar Alat Bukti yang 

tertuang dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; 

-	 [Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan SOFIA ADELIA 

SAFITRI NIK 621201461105****.  yang mana hasil Vermin 

r.r-u tivaK teroartar oi ut- i iUr - iur- seningga ai verrnin 

KPU dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang 

semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten dapat 

berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil setempat, dalam hal ini 

merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan calon 
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BUKTI-P6.B], dan dibantu oleh Saksi SAPRUDIN, SP 

menampilakan Bukti-P7 pada Layar Proyektor. 

10. Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian 

Al2t Bukti yang Kesepuluh pada Tabel Daftar Alat Bukti yang 

ierwarlg daiarn Fermohonan Pernohon sebagai berikut; 

- [Surat Tanggapan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Murung Raya perihal Koordinasi KPU 

Kabupaten Murung Raya terhadap vermin data pemilih yang 

tidak masuk dalam DPT/DPS/DP4 BUKTI-P7J, dan dibantu 

oleh Saksi SAPRUDIN, SP menampilakan Bukti-P7 pada 

Layar Proyektor. 

1. Saksi meriegaskan dan rrienambahkan keteranganriya terhadap 

Daftar Alat Bukti BUKTI-P7, bahwa KPU Kabupaten Murung 

Raya tidak ada melakukan KOORDINASI SECARA KHUSUS 

kepada Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Murung Raya. 

12. Saksi berpendapat dan menegaskan kembali keterangannya 

terhadap Alat Bukti BUKTI-P4.A, bahwa KPU Kabupaten Murung 

aya saat rrieiauari vermiri T.ernaaap KIINI r-ui f- i u i 

dengan NIK 330902520603****  menjadi TMS, yang menurut 

pendapat kami bahwa Vermin TMS tersebut TIDAK 

BERKEPASTIAN HUKUM, Sehingga merugikan dan 

mengurangi jumlah dukungan terhadap Kami sebagai Pemohon. 

13. Saksi menyampaikan bahwa siap menyandingkan data yang 

dianggap TMS di Silon dan tidak terdaftar di DPT, karena kami 

berkeyakinan daa yang di upioad di Siiori adaiah data yang vaiid 

karena data yang kami upload di aplikasi Silon sudah pernah 

mencoblos saat Pemilu Tahun 2024. 

14. Saksi menerangkan bahwa, komunikasi yang dilakukan oleh 

pihak termohon dalam hal ini KPU kabupaten Murung Raya 

hanya sebatas menunggu pihak LO/Pemohon bertanya jika ada 

kendala, artinya termohon hanya bersifat pasif. 

15. Saksi [nenerangkarl bahwa, termohon daiarn hai ini KPU 

Kabupaten Murung Raya, dapat berkoordinasi dengan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data DP4, hal ini 

berdasarkan pasal 48 ayat 3 Undang-undang 10 Tahun 2016 

16. Saksi mengatakan bahwa, jika terdapat data yang bermasalah 

terkait dengan DPT, maka seharusnya termohon harus 
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berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Murung Raya. 

17. Saksi menerangkan terkait dengan aplikasi Silon yang tidak 

menampilkan filter data, sehingga membuat pihak LO/Termohon 

tiJak bisa aiau kesuiitan merigkiasifikasikari data yang TiviS, 

BMS dan MS di dalam upaya perbaikan data. Dan di hari terakhir 

masa perbaikan yaitu tanggal 7 Juni 2024 baru bisa difilter. 

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon 

juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan 

sebagai berikut: 

b. Saksi 

Saksi termohon atas nama Jumlianto dibawah sumpah menerangkan 

sebagai berilkut: 

Bahwa Saksi menyampaikan dan membacakan Kembali Uraian 

Alat Bukti yang Pertama pada Tabel Daftar Alat Bukti yang 

terivarig daiam iawaban terrnohori. 

- Yang pertama adalah pasangan calon menyerahkan bukti 

dukungan yang berupa hard cofy dan soft cofy yang mereka 

upload di Silon, data itulah yang akan kita sandingkan 

dengan data yang sudah diupload di Silon dan diverfikasi 

apakah sesuai atau tidak. 

- Yang kedua mengingat jumlah di dukungan KWK yang 

diajukan berjumiah, mereka mengajukan 10.472, jadi disini 

kita melihat apakah sesuai dengan apa yang mereka upload 

di Silon KPU. 

- Yang ketiga adalah Surat Pernyataan masing-masing 

Dukungan menggunakan model B1 KWK Perseorangan. 

- Yang keempat saksi menerangkan bahwa bila data-data 

yang diupload di Silon KPU terindikasi dari salah satii 

kategori indicator yang dimaksud, contoh data yang diupioad 

di Silon tidak membuat nama pasangan calon, maka data 

yang di upload akan menjadi TMS. 

Data NIK yang dinyatakan TMS dengan alasan NIK 

bermasalah karena tidak terdaftar di DPT pemilu terakhir. 

- Silon merupakan alat bantu KPU dalam memverifikasi dan 

bukan sebagai alat penentu. 

- aKsi menerangkan oanwa apliKasi iion U 1UUTo tivaK 

ada human error. 



- Saksi menyampaikan bahwa database di Silon sudah 

terintegrasi dengan database Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil. 

- Saksi menerangkan bahwa mereka adalah admin pelaksana 

verifikasi tingkat kabupateniKota dan tidak ade akses untuk 

mengotak-atik data di Silon selain admin Silon KPU Rl. 

Menimbang bahwa Majelis telah memanggil dan mendengar 

keterangan dari pihak pemeberi keterangan dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya 

atas nama Gema Topandas Tidja yang memberikan keterangan 

di bawah sumpah yang pokonya menerangkan: 

Bahwa pihak pemberi keterangari tas riama Gema 

Topandas Tidja adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya; 

Bahwa pemberi keterangan menerangkan tidak mengetahui 

data Silon sudah terintegrasi dengan data Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung 

Raya; 

Bahwa pemberi keterarigari merierangkan ticiak pemah ada 

koordinasi antara pihak KPU Kabupaten Murung Raya 

dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Murung Raya terkait DP4; 

- Bahwa pemberi keterangan menerangkan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung 

Raya terbuka untuk berkoordinasi dengan semua pihak atau 

stakehoider ierrlldsuk KPU Kabupateri Mururig Raya jik 

dianggap perlu terkait data kependudukan yang bermasalah 

sesuai dengan regulasi atau SoP Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya; 

D. KESIMPULAN PEMOHON 

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah 

penyeiesaian serigkeia daiarn perrnohonan a guu, Feriiohori menyampaikari 

kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majeiis 

musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan 

di bawah ini: 

1. Menu dan/atau Kewenangan dalam Aplikasi Silon yang dimiliki oleh Admin 

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Sangat Berbeda dengan Aplikasi 
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Silon Admin KPU Kabupaten Murung Raya terutama dalam HaI Pengecekan 

Data Pemilih Yang Terdaftar dan/atau Tidak Terdaftar dalam DPT, DPS dan 

DP4 sehingga ketika Data lnput Dukungan KTP oleh Admin dan Tim Bakal 

Pasangan Calon Perseoranaan sudah dinyatakan Valid dan dapat disimpan 

daiam Siion, maka data-data Upioad tersebui dianggap sudan termasuk 

dalam DPT, DPS dan DP4. Semestinya menu dan/atau kewenangan dalam 

pengecekan Data Dukungan Pemilih Terdaftar dan Tidak Terdaftar dalam 

DPT, DPS dan DP4 juga Ada di Aplikasi Admin Silon Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan, hal ini sehingga menyulitkan Pemohon dalam melakukan 

Pengecekan secara Mandiri terhadap Data Dukungan Pemilih yang 

Terdaftar dan Tidak Terdaftar dalam DPT, DPS dan DP4 KPU. 

2. Daiam persidangan disampaikari oieh Admin Siion/Saksi dari Pihak 

Termohon/KPU Kabupaten Murung Raya Saudara Jumlianto bahwa Silon 

KPU adalah Alat Bantu, Bukan Alat Penentu. Sehingga Pemohon 

berkesimpulan bahwa Dokumen Hardcopy dan Softcopy Dukungan KTP 

K	 Bakal Calon Perseorangan semestinya dapat dipertimbangkan sebagai 

Bahan Verifikasi Administrasi (Manual/Non Aplikasi Silon) oleh KPU 

Kabupaten Murung Raya dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Murung 

rQiya. 

3. Layanan Help Desk dari Termohon/KPU Kabupaten Murung Raya Tidak 

Maksimal dalam memberikan informasi dini terkait Data Upload Dukungan 

KTP yang bermasalah dan minimnya informasi serta bimbingan dari 

termohon terhadap standar data upload sesuai Aplikasi Silon KPU. 

4. Bahwa Objek Sengketa adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Murung Raya Nomor 105/PL.02.2-BA/6212/2024 Tanggal 18 Juni 

2024, ientang Hasii Veriikasi Acirriinisirasi Perbaikan Kesatu Duku ngari 

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Kabupaten Raya 

dimana Termohon Keliru dalam menanggapi Objek Sengketa dan 

beranggapan Rapat Pleno Rekapitulasi yang disengketakan adalah 

tertanggal 31 Mei 2024 yang kemudian tertuang dalam Jawaban Termohon 

tanggal 30 Juni 2024 yang menyatakan bahwa tidak ada Tanggapan dan 

Keberatan dari Pemohon dan LO, fakta persidangan bahwa Pemohon 

meiui Peiugas Penghubung (LO) saudara vuiiammaci Firdaria Andriyadi, 

S.T ada menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan pada 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya yang tertuang dalam 

Formulir MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK tanggal 18 Juni 

2024. 



5. Dalam persidangari, jawaban Termohon yang menyatakan bahwa 

dipandang tidak harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, karena data base pada aplikasi 

Silon terutama DP4 juga merupakan data base yang sama seperti yang ada 

pada apiikasi Siiori KFU, claiam hai rii jawaoarl Teimohori dapat dimakriai 

Tidak Memberikan Kepastian Hukum dan mengesampingkan Hak Dasar 

seseorang sebagai Pemilih. Kemudian untuk memberikan kepastian hukum 

agar data DP4 dari Pihak Termohon dapat disandingkan dengan Data 

Penduduk yang sudah berusia 17 tahun dan/atau data Pemilih Baru tahun 

2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung 

Raya. 

. Bahwa daiam Apiikasi Siiori Admiri Baka Pasangan Caion Perseorangari, 

data TMS Tidak Bisa di Download by Name by Address, sebagai acuan 

Admin dan Tim Bakal Calon Perseorangan 

membandingkan/mengklasifikasikan dan memverifikasi data yang TMS yang 

semestinya dapat dilakukan perbaikan selanj utnya. 

7. Bahwa terhadap dukungan B1-KWK sejumlah 2.155 kami selaku Pemohon 

meminta daftar By Name By Address data dimaksud kepada Termohon 

sebagai bahari pernbuktian aniara dokurrieri Siiori dengari Dokumen 

Hardcopy, namun hal tersebut tidak bisa diberikan oleh Termohon dengan 

alasan Tidak Ada Menu Download Data Keseluruhan seperti yang dimaksud 

Pemohon. 

8. Bahwa terhadap Alamat Pendukung Tidak Sesuai dengan Daerah Pemilihan 

sejumlah 299, kami selaku Pemohon meminta daftar By Name By Address 

data dimaksud. tetapi dalam Persidangan Pihak Termohon dan Saksi 

lerrrloriori Tidak DlSd Merriberikari daia uirriaksud uari Perijeiasari aksi 

Termohon masih mengambang terhadap Data Dukungan yang berada di 

luar Daerah Pemilihan. Daerah Pemilihan (Dapil) digunakan dalam Pemilu 

Legislatif, sedangkan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tidak Dikenal nama 

Daerah Pemilihan (Dapil), yang penting dan utamanya adalah dukungan 

KTP berada dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya dengan sebaran 

kecamatan sudah sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

9 Agar viajeiis Hakim Merioiak Jawabari Termoiion Seiuruhnya dari/atau 

Sebagian. 

10. Agar Majelis Hakim Membatalkan Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten 

Murung Raya Nomor 105/PL.02.2-BA/6212/2024 tanggal 18 Juni 2024 

tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya. 
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11. Meminta kepada Majelis Hakim/Baadan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Murung Raya untuk memberikan Rekomendasi kepada Pihak Termohon 

dalam hal dapat dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap Data Hardcopy 

dan Softcopy Data Dukungan KTP Bakal Pasangan Calon Perseorangan 

lVlI lUI/lNOTl lIUr1). 

E. KESIMPULAN TERMOHON 

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah 

penyeiesaian sengketa dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan 

kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis 

musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan 

di bawah ini: 

1. Sebagaimana surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia nomor: 

815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal verifikasi administrasi 

bakal calon perseorangan dalam pemilihan serentak tahun 2024, pada angka 

4 huruf c disampaikan bahwa pasangan calon perseorangan dapat 

mengajukan dukungan perbaikan berupa: 

- Dukungn baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan 

dokumen syarat dukungari dari/aau; 

- Dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil 

verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi. 

Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa data dengan kategori Tidak 

Memenuhi Syarat (BMS) Tidak Bisa Diperbaiki. 

2. Berdasarkan poin 1 diatas, Data yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) bisa 

diperbaiki oleh Admin/operator Bakal Calon Perseorangan, walaupun data 

dimaksud ditampiikari satu persaiu. Adapun keiuhan terkait Hter, kami KPU 

Murung Raya juga merupakan user/pengguna dan bukan pembuat aplikasi 

Silon. 

3. Terkait keberatan dari pemohon dengan menampilkan data dari pemohon 

yang dinyatakan TMS oleh Tim Verifikasi dari KFU Murung Raya, baik itu 

atas nama Dandi Prayudi, Pandi Frayudi, Rini Puji Astuti, dan Sofia Adelia 

Safitri sebagaimana data yang kami sampaikan pada saat Pembacaan 

jawabari dari Termohori. Karni juga sudah membuktikan derigari 

menghadirkan saksi dari Admin dan Operator Silon KPU, dimana dapat 

dibuktikan bahwa data tersebut dapat ditampilkan pada aplikasi Silon KPU 

beserta dengan indikator sehuingga data tersebut dinyatakan Tidak 

Memenuhi Syarat 

4. Terkait dengan KPU Murung Raya yang tidak berkoordinasi dengan Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, sebagaimana 

ketentuan UU No 8 Tahun 2015 Pasal 58 Ayat 1 Daftar Penduduk Potensiai 

Pemilih Pemilihan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi oleh 

ivienteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar perniiih urituk 

pemilihan, PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 7 Ayat 1 KPU menerima data 

kependudukan dari Pemerintah dalam bentuk DP4 meialui Kementerian 

Dalam Negeri. Berdasarkan hal tersebut, dipandang tidak ada perbedaan 

antara data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Murung Raya dengan data dari Kementerian Dalam Negeri. 

5. Terkait dengan tidak ada bimbingan teknis kepada petugas penghubung 

(Muhammad Firdana Adriyadi, S.T), KFU Mururig Raya sudah berkoordinasi 

secara maksimal baik itu terkait dengan jumlah syarat minimal sebaran dan 

dukungan, pembukaan akses Silon, layanan helpdesk, rencana penyerahan 

dukungan, pemberian template pernyataan dukungan, tata cara penginputan 

data dukungan hingga proses input selesai, upload dan submit oleh petugas 

penghubung. Selama proses tersebut juga KPU Murung Raya membuka 

pelayanan konsultasi baik melalui tatap muka, melalui telepon, melalui surat 

eiektronik daii/atau media komunikasi iairinya (Vvi Grup) urituk memandu 

Petugas Penghubung bakal pasangan calon perseorangan (Muhammad 

Firdana Adriyadi, S.T) sehingga setiap proses dapat berjalan hingga pada 

tahap rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat 

dukungan oleh KPU Kabupaten Murung Raya. Proses upload oleh 

admin/operator bakal pasangan calon peseorangan pada kenyataannya 

dapat berjalan hingga selesai. 

. Bahwa KPU Mutung Raya sudah merijaiarikati Tahapari Verifikasi 

Administrasi Syarat Dukungan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan (Akhmad Tafruji, S.P dan lr. Pujo Sarwono) sudah sesuai 

dengan regulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 

Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Ca!on 

Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Waki! Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati. Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta sesuai 

oengan ura ulnas riomor: oloi-L.u.i-Uiuo/LuL4 anggai zo lviCi zuz 

Perihal Vwerifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon 

Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, bahwa apabila 

Bawaslu Kabupaten Murung Raya berpendapat lain mohon putusan 

seadil - adilnya (ex aquo et bono). 
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BAWASLU 
45 

F. PERTIMBANGAN HUKUM 

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara KPU 

Kabupaten Murung Raya Nomor: 105/PLO2.2-BA/6212/2024 Tentang 

Hasii vemlkasl parriiriistrasi r-eroaiKarl resatu uuKurlgari baKal l-dsarlgari 

Calon Bupati dan Wakii Bupati Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan 

pada tanggal 18 Juni 2024; 

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian 

sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 

Murung Raya melalui petugas penerima permohonan pada tanggal 21 Juni 

2024 pada Pukul 14.38 WIB dan menyampaikan perbaikan permohonan 

pada tanggai 26 Jurii 2024 dan diregistrasi pada tanggai 27 Jurii 2024 

dengan Nomor Register: 001/Ps. REG/62.621 3N1/2024; 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

ui entang ienetapan eraturan i-emerintan engganti unaang-undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahuri 2014 teritarig Pemiiihari Guemur, Bupati, dan Waiikota menjadi 

Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan) Pasal 

154 ayat (1) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 

tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan: 

Peserta Pemi/ihan mengajukan keberatan terha dap keputusan KPU Provin si 

atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau 

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 

L&((!lLU(l &JdJ ULUd(! ri- L/ 1TUV!f!l u(i r\rU rUUpiL(l/AUL 

ditetapkan . 

Mnimhang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) 

reraturari aaari rerigawas rerniiiriari umum lNOmOr i ariun UU tentdrlg 

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya 

disebut Perbawaslu 2 Tahun 2020) menyatakan: 

Pasal 21 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 



AWASLU 
PE*AS ElLIHH 

A1EUJRUMG RA 

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU 

Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kotaditetapkan. 

(3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksudpada 

ayat (2,) dilaksanakan berdasarkan ketentuan: 

ä. häri pertämä däri hari heduä dlläknakan muiai däri puhui 

14. 00 sampai dengan pukul 22. 00 waktu setempat; dan 

b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 sampai dengan 

pukul 24. 00 waktu setempat. 

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Perbawaslu 2 Tahun 2020 

menyatakan pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana 

dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

pemberitahuan diterima oleh pemohon 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengajuan Permohonan 

Pemohon masih sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan 

Penyeiesaian Sengketa Pemilihan. 

2. OBJEKSENGKETA 

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Murung Raya menetapkan Berita Acara 

KPU Kabupaten Murung Raya Nomor: 105/PL.02.2-BA16212/2024 Tentang 

Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Pemilihan Serentak 

Tahuri 2024 pada ianggai •16 Jurii 2024 detapkari oieh Termohori, 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang 

Pemilihan menyatakan, 

Serigkeia Perriillhari ierdiri aias: a. serigkeia an(arpesera Perfliiihdn, dar; 

b.sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai 

akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2 

Tahun 2020 menyatakan: 

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a 

teiadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU 

Kabupaten/Kofa yarig meriyebabkan hak peserfa Pemllihari dirugikari secara 

langsung. 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, objek sengketa yang 

diajukan Femohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemiiihan dan 

Perbawaslu 2 Tahun 2020. 

27 



.AWASLU  4 
r( sp( 

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah AHKMAD 

TAFRUJI, S.P dan lr. PUJO SARWONO merupakan Warga Negara 

lndonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon 

rerseorangan aaiam remiiinan upati aan vvaKil upau raoupaten iviurung 

Raya; 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang 

Femiiihan menyatakan, 

Peserta Pemilihan adalah.• 

a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakll Gubernur, Pasangan Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan 

Partai Politik; dan/atau; 

b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-

Undang Pemilihan menyatakan, 

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakii Bupati seria pasangan Ca!on 

Waiikota dan Caion Wakii Waiikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oieh 

Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa! 6 ayat (1) Perbawaslu 2 

Tahun 2020 menyatakan, 

Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemllihan terdiri atas: 

a. Bakal Pasangan Calon; atau 

b. Pasangan Calon. 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon 

memilikikedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan. 

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON 

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Murung Raya yang berkedudukan di 

Jaian Bayarigkara Puruk Cahu, mengeivarkan Berita Acara Nomor: 

105/PL.02.2-BA/621 2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan 

Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Waki! Bupati 

Kabupaten Murung Raya Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 18 

Juni 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status verifikasi 
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Administrasi perbaikan kesatu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak 

dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual kesatu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a 

Perbawaslu2 Tahun 2020 menyatakan, 

Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi 

atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemi/ihan antara peserta 

Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan; 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten 

Murung Raya memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon 

dalam Penye!esaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan 

reroawasiu anun 

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN MURUNG RAYA 

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Murung Raya mengeluarkan Berita 

Acara Nomor: 1 05/PL.02.2-BA162 1 2/2024 tentang Hasil Verifikasi 

Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya tertanggal 18 Juni 2024 yang 

rjleruyikdrl hak Feriiuhuii kareria siaius veiirikasi Arriiriisirasi perbaikari 

kesatu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke 

tahapan verifikasi faktual kesatu; 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang 

Pemilihan Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 

menyatakan, 

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: 

b.  

c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemllihan dan 

sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang 

Pemilihan menyatakan, 

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota betwenang 

menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. 

(2) Bawas/u Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan 

memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak 

diterimanya ipotan afau temuan. 

(3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan 



penyelesaian sengketa melalui tahapa n: 

a. menerima dan mengkaji Iaporan atau temuan,• dan 

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai 

kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu 2 Tahun 

2020 menyatakan, 

- Bawaslu Provinsi dan Bawaslti KabupatentKota betvvenang 

menyeiesaikan sengketa. 

Bawas/u Provinsi dan Bawas/u Kabupaten/Kota memeriksa dan 

memutus sengketa Pemilihan. 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawasiu 

Kabupaten Murung Raya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan; 

G. PENDAFAT HUKUM MAJELIS 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan 

seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan pihak 

Pemberi Keterangan, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Majelis 

viusyawarah akari mempertimbangkan hai-hai yang teiah dinyatakan para 

pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti 

yang diajukan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa sebelum Majeiis Musyawarah menyampaikan pendapat 

hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup pada 

tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di 

kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Murung Raya Jalan Kolonel Untung 

Surapati Furuk Cahu yang dihadiri oieh Femohon dan Termohon dengan hasii 

tidak tercapai kesepakatan maka proses penyelesaian sengketa Pemilihan 

dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk dilakukan pemeriksaan dan 

diputus oleh Majelis Musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) 

Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam hal Pemohon dan 

Termohon tidak mencapaf kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pimpinan Musyawarah memutuskan 

urituk me/atijutkan ke tahapari musyawarah seca,a terbuka dari Pasai 33 ayat 

(5) Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Majelis Musyawarah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memeriksa dan memutus 

permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan; 
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya keberatan 

atas ditetapkannya Berita Acara Nomor: 1 051PL.02.2-BA/62 1 2/2024 tentang 

Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya tanggal 18 Juni 2024 sehingga 

status Verifikasi Admiriisrasi Perbaikari Kesatu Bakai Fasarigari Caon 

Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh 

Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat melanjutkan ke 

tahapan selanjutnya berupa Verifikasi Faktual; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan 

Termohon terlebih dahulu Majelis Musyawarah menguraikan fakta-fakta 

musyawarah sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan 

Termohon; 

Menimbang, bahwa Termohon membuka tahapan penyerahan dokumen minimal 

syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Murung Raya pada tanggal 8 Mei sampai dengan 12 Mei 2024 

sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 

tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Caion 

i-erseorangari Liaiarn i-emiiinan uoernur uan VvaKii uuoernur, upai Uan 

Wakii Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (selanjutnya 

disebut KPT 532 Tahun 2024) Juncto Surat Keputusan KPU Kabupaten Murung 

Raya Nomor 401 Tahun 2024 tentang Syarat minimal dan Pesebaran Dukungan 

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati 

Kabupaten Murung Raya Tahun 2024; 

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Murung Raya Nomor 401 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan persebaran 

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 adalah sebanyak 8.629 

(Deiapari Ribu Eriam Ratus Dua Fuiuh Smbiian) dukurigan dari sebaran 

minimal sebanyak 6 (Enam) Kecamatan; 

Menimbang bahwa herdasarkan keterangan saksi Pemohon 2t2s Muhammad 

Firdana Andriyadi/LO Pemohon menerangkan bahwa penginputan data 

dukungan perbaikan ke satu ke dalam sistem Silon sejak tanggal 3 s.d 6 Juni 

2024, dan data yang terinput ke dalam sistem Silon sejumlah 10.712; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama 

Muhammad Firdana Andriyadi/LO Pemohon menerangkan bahwa pada saat 

proses penginputan data, admin Silon/LO Pemohon tidak menemukan indikator- 
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indikator yang menyebabkan status BMS dan TMS dikarenakan tidak adanya 

menu filter di tampilan Siion admin LO/Pemohon dan LO/Pemohon baru 

mengetahui status MS, BMS dan TMS setelah diumumkan oleh KPU Kabupaten 

Murung R2ya p2da tanggal 18 juni 2024; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama 

Muhammad Firdana Andriyadi/LO Pemohon menerangkan bahwa Pemohonan 

telah menyerahkan dukungan perbaikan kesatu pada tanggal 7 Jtini 2024 yang 

tertuang daiam iorm modei B1-i<V\!K sejumiah 10.712 yang tersebar di Sepuiuh 

Kecamatan dan dinyatakan lengkap oleh Termohon pada tanggal 7 Juni 2024; 

Mnimhrci hhw hr rkn ktrnnn Trmnhnn r1nkiimn vnn tlh --... -....-. --.--.-- ............. -.- 

diserahkan dan diunggah ke daiam siion diiakukan verifikasi administrasi 

perbaikan kesatu oleh KPU kabupaten Murung Raya pada tanggal 8 sampai 

dengan 1 8 Juni 2024, yang kemudian Admin Silon KPU Kabupaten Murung Raya 

melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu 

dengan cara meneliti dokumen satu per satu yang telah disampaikan oleh 

Pemohon melalui aplikasi Silon dan berdasarkan verifikasi administrasi yang 

dilakukan oleh Termohon tersebut ditemukan data TMS sejumlah 5.179; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 41 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang ornor i Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang 

(Selanjutnya disebut UU Pemilihan), juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Murung Raya Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan 

Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan 

Bupati dan Wakil Biipati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024; 

Pasal 41 ayat (2) UU Pemilihan menyatakan, 

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon 

Wakil Bupati seria Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi 

syarat dukungan jumiah penduduk yang mempunyai hak piiih dan termuat daiam 

daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau 

Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan 

ketentuan: 

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap sampai dengan 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung 



pa/ing sedikit 1O% (sepuluh persen); 

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 

(lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8, 5% (delapan setengah 

persen), 

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satujuta) 

jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); 

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih 

tetap lebih dari 1000.000 (satujuta)jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% 

(enam setengah persen); dan 

e. jumiah dukungan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, darj 

huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di 

Kabupaten/Kota dimaksud. 

Diktum Kesatu Keputusan Komisi Femiiihan Umum Kabupaten Murung Raya 

Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan 

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Menetapkan Syarat Minimal dan 

rer seoaran UUKUflga[1 bK1 rasarigan aion reEseoF arigan oaiam i-ernitinari 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 sebanyak 8.269 

(delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan) dukungan dan sebaran minimal 

sebanyak 6 (enam) Kecamatan; 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU Pemilihan 

juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tentang Pedoman 

Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut KPT KPU 

532/2024), yang pada pokoknya Pemohon harus menyerahkan dokumen dalam 

bentuk fisik dari digitai berupa formuii Modei 

B.PENYERAHAN. DUKUNGAN. KWK dan formulir Model 

B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK, serta dokumen dalam bentuk digital berupa 

formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dan formulir Model 

PERNYATAASN. IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK; 

Menimbang bahwa berdasarkan KPT KPU 532/2024, KPU Kabupaten Murung 

Raya melakukan pemeriksaan penyerahan dukungan yang didasarkan pada 

dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan sesuai jenis indikator, 

selanjutnya dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU 



Kabupaten Murung Raya menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan 

memberikan kepada Pasangan Calon Perseorangan tanda terima menggunakan 

formuiir Model PENERIMAAN. PERBAIKAN. DUKUNGAN. KWK-KPU dan Berita 

Acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA. 

rINr.IlVi/iN.rLrD/i NJ-lN. UUNUlN/-lN.NVVN-Nr-U, 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) UU 

Pemilihan: 

Ayat (1) Pasangan calon atau t/m yang diberikan kuasa oleh pasangan calon 

menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati serta Pemilihan Walikota dan Waki/ Wafikota kepada KPU 

Kabupaten/Kota urituk aiiakukan venfikasi aomiriistrasi aan oibanw o!Cn tI-r. 

dan PPs. Ayat (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

di/akukan dengan: a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk 

kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tangga/ lahir, dan a/amat 

dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk E/ektronik atau surat 

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipi/; dan b. 

berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensia/ 

tCfH!Il[! lC[[I!!J[ld!! (Jdil r\CTIIC[1Le!!d!I Udld[[! IVege!!. RYdL (s) VCfI!lldS! 

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau 

KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan 

\ Pencatatan Sipi/ Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

. , 
Menimbang bahwa berdasarkan KPT KPU 532/2024, KPU Kabupaten Murung 

Raya telah melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan Pasangan 

Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya 

terhadap dokumen yang statusnya diterima. Verifikasi administrasi perbaikan 

dokumen syarat dukungan dilakukan untuk meneliti: 

a. Kehenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung 

menggunaan orrnuiir Modei B. i -v-r- urAiN yang aiiarnpiri 

dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk 

atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan 

identitas pendukung; dan 

b. Kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan. 

Menimbang berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 959/PL.02.2-

S010512024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi 

Faktual Kesatu Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tanggal 15 Juni 

2024 (selanjutnya disebut Surat KPU 959/2024), Verifikasi Administrasi 
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Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Dilakukan dengan ketentuan: 

a. Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila: 

1) Dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan 

berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang 

sah; 

2) Formular Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak 

dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya; 

3) Nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal 

lahir pendukung pada formulir Model B.l-KWK-PERSEORANGAN tidak 

sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan 

berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang 

sa 

4) Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan 

surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau 

bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya; 

5) Pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional 

lndonesia, anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, aparatur sipil 

negara, penyelenggara Pernilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan 

Keeamatari, Ferigawas Perniiihan Lapangan, Kepaia Desa, Ferangkat 

Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang Oleh peraturan perundang-

undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, 

tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak 

dapat diyakini kebenarannya; 

6) Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi 

dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa 

periukuiig yang bersarigkuiari suah berusia 17 (tujuh beias) taiiuri, 

atau sudah atau pernah kawin; 

7) Pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional 

Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, aparatur sipil 

negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pernilihan 

Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat 

desa, atau jabatan lainnya yang dilarang Oleh peraturan perundang-

undangari dan ticiak ciiierigkapi ciengan surat perriyataan yang ciiseriai 

bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan 

anggota Tentara Nasional lndonesia, anggota Kepolisian Negara 

Republik lndonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pernilu, PPK, 

PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan 

Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang 
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ditarang oleh peraturan perundang-undangan; 

8) Data pendukung tidak terdaftar memiliki hak pilih daiam daftar pemilih 

tetap pada Pemilu, daftar pemiiih sementara Pemilihan, dan/atau daftar 

penduduk potensiai pemilih Pemilu terakhir; dan/atau 

9) Aiamat pridukung iidak euai derigan daerah peuiiiihari. 

Menimbang berdasarkan Surat KPU 959/2024, Setelah metakukan Verifikasi 

Administr2si Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukiingan, KPU Provinsi/KIP 

Acen dan ruiiiv iabupaten/iota melaKukan r-eKapltuiasl rtasii veriiasi 

Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan dengan penyesuaian 

ketentuan sebagai berikut: 

a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjumlahkan 

dukungan pada verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan 

kesatu. Dukungan yang dijumlahkan terdiri dari dukungan yang memenuhi 

syarat pada verifikasi administrasi dan dukungan yang memenuhi syarat, 

beium memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat pada veriikasi 

administrasi perbaikan kesatu. 

b. Dukungan belum memenuhi syarat karena kegandaan pada lebih dari 1 

(satu) pasangan caton perseorangan pada tingkat pemilihan yang sama 

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, dikategorikan sementara 

sebagai dukungan memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi secara 

faktual. 

c. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon 

perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal 

yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah 

dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu 

ukungan Fasangan Caion perseorangan sebagairnana dimaksud 

dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu. 

d. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Caton 

perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang 

ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah 

dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan tidak 

dapat melanjutkan tahapan selanjutnya. Dukungan Pasangan Calon 

perseorarigan ticiak dapat ciiianjuikari pada iahap verifikasi faktuai kesaiu. 

e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil 

verifikasi administrasi perbaikan kesatu ke dalam berita acara dengan 

menggunakan formulir Model BA.VERMIN. KESATU.DUKUNGAN. KWKKPU. 

Menimbang, berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang pada 

.Jo 



pokoknya data yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahap dukungan awal 

melalui aplikasi Silon di tahap perbaikan kesatu tidak dapat dilakukan perbaikan 

dan ditandai oieh sistem sebagai TMS, sedangkan data tersebut telah diperbaiki 

dan terupload namun tetap dinyatakan TMS, setelah dilakukan pencermatan di 

apiikasi iion data ivi seoanya (UO aan t ivi oerjumiafl 3.1 ( paaa veriTiKasi 

Administrasi Perbaikan Kesatu ini Tidak Ada Keterangan Jelas dan Detail dari 

Termohon. Selain itu, Pemohon mendalilkan Data yang Belum Memenuhi Syarat 

(BMS) di dalam sistem Silon KPU ditampilkan hanya bisa 1 (satu) per 1 (satu) 

tanpa ada menu Filter data BMS yang dapat di downioad semua data dimaksud 

dengan harapan dapat diperbaiki keseluruhan, hal mana Silon KPU tidak 

menampilkan data terpisah antara status BMS dan TMS. Berdasarkan 

keierangari sak•s Pemohofl aias nama iuhamrnad Firdafla Aridriyadi yang 

menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terkait 

dengan aplikasi Silon yang tidak menampilkan filter data, membuat pihak 

LO/Pemohon kesulitan mengklasifikasikan data yang TMS, BMS dan MS di 

dalam perbaikan data [vide Bukti P-1]. Berdasarkan keterangan saksi Termohon 

atas nama Jumlianto menerangkan bahwa, filter tersebut ada, tetapi tidak bisa 

diotak-atik oleh admin aplikasi Silon KPU Kabupaten Murung Raya karena itu 

rrierupaKarl eweriangari ru ri, uari oeroasanari retentuan \r i 

532/2024 yang pada pokoknya bakal calon perseorangan mengajukan perbaikan 

dukungan terhadap dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat 

berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau dukungan baru yang belum 

pernah diajukan sebelumnya pada saat penyerahan dukungan minimal Pemilih, 

Majelis menilai berdasarkan fakta musyawarah terbuka Termohon belum 

memberikan data secara rinci dengan status memenuhi syarat dan data yang 

beium merneriuii syarai serta Tidak Memenuhi Syarat, maka ciaiam penaiaran 

yang wajar Pemohon menjadi terhambat untuk mengajukan perbaikan dukungan; 

Menimhang, berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada 

pokoknya aiam Siiori ditemukan hariya karena Kesaiahan Feriuiisan (Typo) 

dijadikan TMS oleh Tim Vermin KPU sebagai contoh atas Nama Dandi Prayudi 

NIK 621206210699****  yang tertulis Pandi Prayudi NIK 621206210699**** (vide 

BUKTI-P3.A dan BUKTI-P3.B]. Lebih lanjut Pemohon mendalilkan Data TMS 

yang sudah masuk di apiikasi Silon tidak bisa dihapus sehingga data perbaikan 

yang Pemohon masukan terbaca Ganda sehingga merugikan Paslon, seberapa 

banyak data perbaikan disilon tetap terhaca Ganda dan akhirnya TMS. 

Berdasarkan keierangan saksi Terrnohon atas flarna jurniianto, di bawah 

sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa admin hanya pelaksana verifikasi 

tingkat kabupaten/kota tidak memiliki akses untuk mengotak-atik data Silon 



selain admin Silon KPU Rl, dan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU 

Pemilihan juncto KPT KPU 532/2024 yang pada pokoknya verifikasi administrasi 

untuk meneliti kebenaran dokumen surat pernyataan masing-masing mendukung 

menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN yang dilampiri 

derigan fotocopy KTF-ei aiau surat keterangan berupa biodaia penduduk aiau 

dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas 

pendukung. Majelis menilai berdasarkan fakta musyawarah terbuka terjadi 

kesaiahan penulisan di profil pendukung yang berakibat status TMS serta 

kesalahan penulisan di profil pendukung yang tidak bisa diperbaiki sehingga 

terjadi kegandaan dukungan, hal mana seharusnya KPU Kabupaten Murung 

Raya melakukan penelitian verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap 

iormuiir Modei B.i-KWK URAiGA yarig diiampiri dengan otocopy 

KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen 

kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung, oleh 

karenanya kesalahan penulisan di profil pendukung dapat diberi kesempatan 

diperbaiki oleh Pemohon sehingga tidak terjadi kegandaan dukungan yang 

mengakibatkan status TMS; 

Menimbang, berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada 

pokoknya Tangkapan Layar Silon terhadap Dukungan Rini Puji Astuti NIK 

\	 330902520603**k*, [vide Bukti-P.4B], dan dukungan SOFIA ADELIA SAFITRI 

NIK 621201461105**** (vide Bukti-P.6A
•
], yang mana hasil Vermin KPU 

Kabupaten Murung Raya ticiak terciafiar cii DPTIDPS/DP4 seiiingga d Verrriiri 

KPU Kabupaten Murung Raya dijadikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang 

semestinya terhadap data dimaksud KPU Kabupaten Murung Raya dapat 

berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

setempat, dalam hal ini merugikan/mengurangi jumlah dukungan pasangan 

calon. Berdasarkan hasil Koordinasi Pemohon dengan Pihak Dukcapil 

Kabupaten MLirllng Raya, ditemukan Fakta hahwa tidak pernah ada koordinasi 

antara KPU Kabupaten Mururig Raya dengan Dinas Kepenciudukari dan Catatan 

Sipil Kabupaten Murung Raya. Berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka, 

terungkap bahwa Termohon tidak melakukan koordinasi dengan Pihak Dukcapil 

Kabupaten Murung Raya [vide Bukti-P.7] dan dikuatkan oleh keterangan pihak 

pemberi keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Murung Raya atas nama Gema Topandas Tidja di bawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah ada koordinasi yang dilakukn oleh 

Terrnohon. Hai tersebut ciiakui oieii Termoiion di daiam jawaban Termohori, 

bahwa Termohon tidak berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Murung Raya dikarenakan di aplikasi Silon sudah terintegrasi 



AWASLU 
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dengan daftar DP4, DPS dan DPT, sehingga bisa mendekteksi data tersebut 

tidak terdaftar. Majelis meniiai seharusnya KPU Kabupaten Murung Raya 

berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipii sebagaimana 

ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU Pemilihan, oleh karena terdapat pendukung yang 

merniiiki KTP-ei narnun tidak terdaftar daiarn DPT/DFS/DP4. Hai dernikian 

penting dilakukan agar memberi kepastian hukum yang adil bagi data pendukung 

yang telah menyatakan dukungannya; 

Menimbang, terdapat fakta dalam musyawarah terbuka KPU Kabupaten Murung 

Raya memberikan jawaban berkenaan dengan dokumen dukungan yang 

dinyatakan TMS, yakni sebagai berikut: 

l NO- I INDIKATOR JUMLAH 

1 Ganda 1.830 

2 
Nama Dukungan BI kwKtidak sesuai dengan 

nama profile Silon 
2.155 

3 
alamat endukunQ tidak sesuai denQan Daerah 

Pemilihan 
299 

4 KTPSIAK 253 

r 
,J 

6 

i.IIIF J...l _i.c .i: rrr i-rr rri.i 
l4I lludr. LludLaI ul LJ l, LJr),LJr+ 

Pekerjaan yang dilarang 

/4 O 
0 10 

14 

7 KTP tidak bisa terbaca 6 

8 Tidak ada tanda tangan di B1 KWK 2 

O -. ro !O ro 
1LA $.i A.JU34 U I ..?y 4U 4!Al. 

) 

TOTAL 5.179 

Menimbang, oleh karena dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum 

untuk sebagian dan terdapat indikator TMS berbeda-beda, maka Majelis menilai 

sebagai berikut: 

1) Bahwa terhadap indikator Ganda, pekerjaan yang dilarang, KTP Tidak bisa 

terbaca, tidak ada tanda tangari di Bi KvvK dari data tanggapari masyarakat 

untuk dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh Termohon paling lambat 

3 x 24 Jam sejak putusan dibacakan; 

2) Bahwa terhadap indikator nama dukungan B1 KWK tidak sesuai dengan 

nama profile Silon untuk diberikan kesempatan melakukan perbaikan kepada 

Pemohon paling lambat 3 x 24 Jam sejak putusan dibacakan, dengan 

terlebih dahulu memberikan data kepada Pemohon berkenaan dengan data 

dan dokumeri yang diriyatakari Tidak Fviemenuhi Syarat sepanjang iridikator 

nama dukungan BI KWK tidak sesuai dengan nama profil Silon paling 
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lambat 1 x 24 jam sejak Putusan dibacakan dan selanjutnya dilakukan 

verfikasi administrasi kembali oleh Termohon paling lambat 2 x 24 Jam 

setelah dilakukan perbaikan oleh Pemohon; 

3) Bahwa terhadap indikator KTP SIAK dan NIK tidak terdaftar di DPT, DPS. 

DF4 urituk meiakukaii koorridsi diigari Diras Kpridudukii UdF1 

Pencatatan Sipil paling lambat 2 x 24 Jam setelah putusan dibacakan, serta 

selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh Termohon paling 

lambat 3 x 24 Jam seteiah koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; dan 

4) Bahwa dokumen yang berkenaan dengan uraian sebagaimana dimaksud 

angka ij, angka 2), dan angka 3), merupakan dokumen yang diserahkan 

pada saat periyerahan syarat dukurigari perbaikari kesaiu yarig teiah 

diunggah ke dalam Silon. 

Menirnbang, oleh karena Ma.jelis menilai Petitum dalarn permohona n Pemohon 

beraiasan menurut hukum untuk sebagian, mak iviajeiis mengabuikan 

permohonan Pemohon untuk sebagian; 

Menimbang, terlepas dari perrnohonan a quo, penting bagi Majelis 

mengingatkan kepada Termohon agar akses pembacaan data dan dokumen 

dalam Silon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya 

diberikan kepada Pengawas Pemilu, agar persoalan sebagaimana dimaksud 

dalam permohonan a quo dapat dilakukan pencegahan oleh Pengawas 

Pemilu. Hal demikian sesungguhnya bersesuaian dengan Putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 106-DKPPNIII/2023 halaman 174 

yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 

..iamun demikian, secara etika sepatutnya para teradu dan para pengaou 

sebagai satu kesatuan fungsi lembaga penyelenggara pemilu saling bekerja 

sama dalam setiap tahapan pemilu tahun 2024. Terkait dengan data dan 

dokumen dalam Silon, kedepannya DKPP perlu menegaskan kepada para 

teradu agar dapat membuka akses data dan dokumen dalam Silon kepada 

sesama penyelenggara pemilu, benar bahwa data pribadi dapat dikecualikan 

untuk diakses publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008, walaupun 

drriikiari uiiiuk kdepririya tethad*p daia rjari dokurnri bakai eaiun igisiaii 

tahun 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden dan bakal calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah, kiranya tidak perlu diterapkan sepanjang 

terhadap sesama penyelenggara pemilu in casu para pengadu demi 

kemanfaatan dan efektivitas pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 

serta pengawasan berjalan dengan maksimal dan optimal bukan hanya 
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sekedar formalitas saja.. . 

Menimbang, berkenaan dengan daiil permohonan Femohon lainnya tidak 

dipertimbangkan, karena Majelis menilai tidak memiliki relevansi. 

H. KESIMPULAN 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum 

sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan 

berkesimpulan sebagai beriktit: 

i. Tenggang waktu perigajuan permohonan sesuai dengan ketentuari 

peraturan perundang-undangan; 

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 

1 O5IPL. 02.2-BA/621 2/2024 tentang Hasil Verifikasi Ad ministrasi 

Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Murung Raya tanggal 18 Juni 2024 yang diajukan 

dalam permohonan merupakan objek sengketa pemiiihan; 

3 Pemohon memiiiki kedudukan hukurii (iegai standing) daiarn mengajukan 

permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan; 

4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan 

Pemohon; 

5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk 

dikabuikan sebagian. 

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

omor Tahuri 2020 ieritaiig Perieiapari Peraturan Femeriritah Penggariti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi 

Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-

XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 

Tahuri 2020 ientarig Taia Caia Penyeiesaian Serigketa Pemiiihan Gubemur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali 

kota. 

MEMUTUSKAN 

41 



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 

2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya 

Nomor 1O5/PL.02.2-BA/6212/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi 

Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

raoupater Mururig rsaya tariggai 10 jUrit L)L-F, 

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi 

kembali berkenaan dengan dokumen persyaratan dukungan Pemohon yang 

dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan indikator Ganda, pekerjaan yang 

dilarang, KTP Tidak bisa terbaca, tidak ada tanda tangan di BI KWK dan data 

tanggapan masyarakat paling lambat 3 x 24 Jam sejak Putusan ini dibacakan; 

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kesempatan perbaikan 

daia kepada Femohon berkenaan dengan persyaratan dukungafl Femohon 

yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan indikator nama dukungan B1 

KWK tidak sesuai dengan nama profile Siion paling lambat 3 x 24 Jam sejak 

putusan dibacakan, dengan terlebih dahulu memberikan data kepada 

Pemohon berkenaan dengan data dan dokumen yang dinyatakan Tidak 

Memenuhi Syarat sepanjang indikator nama dukungan B1 KWK tidak sesuai 

dengan nama profil Silon paling lambat 1 x 24 jam sejak Putusan dibacakan 

dari seiarijutriya diiakukan verikasi admiflistrasi kembaii oieh Terrnohon 

paling lambat 2 x 24 Jam setelah dilakukan perbaikan oleh Pemohon; 

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan koordinasi kepada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkenaan dengan dokumen 

persyaratan dukungan Pemohonan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat 

dengan indikator KTP SIAK dan NIK tidak terdaftar di DPT, DPS, DP4 paling 

lambat 2 x 24 Jam setelah putusan dibacakan, serta selanjutnya dilakukan 

verifikasi admiriisiiasi kerribaii oieh Termohori paiirig iambai 3 x 24 jam 

setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil; 

6 Memerintahkan kepada Termohon untuk memastikan dokumen persyaratan 

dukungan Pemohon merupakan dokumen persyaratan dukungan yang telah 

diserahkan pada saat penyerahan syarat dukungan perbaikan kesatu yang 

telah diunggah ke dalam Silon; 

7. viemeririiahkan kepada Termohon uriuk rnenyerahkan hasii verifikasi 

administrasi kembali secara rinci berkenaan dengan indikator status dokumen 

persyaratan dukungan Pemohon yang sekurang kurangnya memuat nama 

dan alamat pendukung; 

8. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan 
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Salinan Putusan lni dibuat sesuai 

a, tanggal 9 uTi 

4 

627 200903 2 002 

peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis Komisi Pemilihan 

Umum; dan 

9. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 

(tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan. 

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Murung Raya 

pada hari Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, 

yang dihadiri oleh 1). ELIDES JENA, 2). MASMUJI, 3). DENI NUGRAHA masing-

masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Murung Raya dan dibacakan di 

hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Se!asa tanggal 

Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Pu!uh Empat o!eh 1). ELIDES JENA, 

2). FviASFv1UJi, 3). ENi NUGRAHA rriasing-rnasirig sebagai majeiis rnusyawarah 

Bawaslu Kabupaten Murung Raya dan dibantu oleh Devi Kristiani G. L Lauri 

sebagai Sekretaris. 

Maje!is Musyawarah 

Bawaslu Kabupaten Murung Raya, 

Anggota Majelis Ketua Majelis Anggota Majelis 

TTD TTD TTD 

MASMUJI ELIDES JENA DENI NUGRAHA 

Sekretaris 

TTD 

DEVI KRISTIANI G. L LAURI 

NIP. 19880627 200903 2 002 
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